pengadilan dan di luar pengadilan.

Il. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui

Pengadilan

Penyelesaian
sengketa lingkungan

hidup dapat juga
dilakukan di
pengadilan {litigasi).
Dalam penyelesaian
sengketa lingkungan
melalui pengadilan
dilaksanakan
berdasarkan

ketentuan Hukum
Acara Perdata yang berlaku. Tenggang waktu untuk
mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti
tenggang waktu (daluwarsa) sebagaimana diatur
dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku
dan dihitung sejak saat korban mengetahui adanya
pencemaran dan atau perusakan. Daluwarsa ini tidak
berlaku terhadap pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha
dan/atau kegiatan yang menggunakan B3 dan/atau
menghasilkan limbah B3.

% Memiliki kesamaan fakta atau peristiwa;
% Memiliki kesamaan dasar huknmfsubstanst-

perkara, jenis tuntutan;
< Wakil kelompok tidak perlu mendapatkan kuasa
dari anggota kelompok;
< Anggota kelompok dapat dibagi ke dalam sub-
sub kelompok sesuai jenis kerugian;
< Wakil kelompok dapat menunjuk kuasa
hukum/advokat

c. Gugatan Organisasi Lingkungan/Legal Standing (Ps.
92 UU No.32 Th. 2009)
< Gugatan LSM dapat diajukan di pengadilan umum
dan di peradilan Tata Usaha Negara;
% Tujuan dari gugatan LSM bukan untuk
memperoleh ganti kerugian, tetapi untuk
kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
% Lebih berfungsi sebagai instrumen penegakan
hukum oleh warga daripada ganti kerugian
kecuali biaya riil dalam rangka pemulihan
lingkungan hidup;

Ill. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar
Pengadilan

DalamPs.85(1)UUNo
2009

pihak ketiga yaitu :

a) Pihak yang memiliki kewenangan mengambil
keputusan (Arbitrasi, penyelesaian sengketa
lingkungan hidup melalui jasa Arbiter).
Pasal 1 ayat (1) UU No. 30 Th. 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengkata,
definisi Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu
sengketa perdata di luar pengadilan umum yang
didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat
secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Lembaga arbitrase yang ada di Indonesia adalah
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan
Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

b) Pihak yang tidak memiliki kewenangan mengambil
keputusan;

% Negosiasi : Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Hidupmelaluipenye(saian Iangsungantara
parapﬁnkm o

er



wetaklanut
Teskiing

yang relevan;

Ti
% Kegiatan usaha yang tunduk pada
Konsiliasi (conciliation): Penyelesaian Sengketa pertanggungjawaban tanpa kesalahan (Ps. 88 UU

Lingkungan Hidup melalui perundingan dengan x No. 32/2009 adalah :

melibatkan pihak ketiga netral untuk membantu — 1. Usaha yang menggunakan B3, menghasilkan atau
para pihak yang bersengketa. PSLH dengan cara mengelola limbah B3;

konsiliasi ini bersifat pasif yang terbatas pada fungsi . Usaha yang menimbulkan ancaman serius
prosedural belaka yaitu mengatur para pihak agar _ _ terhadap lingkungan

mendapat kesempatan yang sama dalam

menyampaikan gagasan sebelum berlangsung

perundingan; }
V. Prinsip Pertanggungjawaban Perdata

a. Pertanggungjawaban perdata berdasarkan kesalahan
Pencari Fakta : adalah upaya penyelesaian sengketa (Pasal 1365 KUHPerdata)

lingkungan hidup dengan menunjuk pitmk—pihak
e L - m . = A L




